BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

bahwa untuk melengkapi kebijakan akuntansi pemerintah
daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
85/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti
Investasi, perlu menambahkan kebijakan akuntansi
pengelolaan properti investasi;

. bahwa Peraturan Bupati Maros Nomor 134 Tahun 2022

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah; .

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara




Menetapkan

10.

11.

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5165};
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021
Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Nomor 9);

Peraturan Bupati Maros Nomor 134 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor

134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor

134) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:




(1)

(2)

Pasal 2

Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi
berbasis akrual dengan mengacu pada sistem akuntansi
pemerintah berbasis akrual.

Kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan

kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan:

kerangka konseptual kebijakan akuntansi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I; dan

penjelasan atas unsur laporan keuangan yang berfungsi
sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada

(S)

ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa
sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah serta pemilihan
metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam sistem
akuntansi pemerintah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) memuat:

kebijakan akuntansi pendapatan;

kebijakan akuntansi belanja;

kebijakan akuntansi beban;

kebijakan akuntansi transfer;

kebijakan akuntansi pembiayaan;

kebijakan akuntansi kas dan setara kas;

kebijakan akuntansi piutang;

kebijakan akuntansi persediaan;

kebijakan akuntansi investasi;

kebijakan akuntansi aset tetap;

kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;

kebijakan akuntansi aset lainnya;
. kebijakan akuntansi kewajiban;

kebijakan akuntansi ekuitas;

kebijakan akuntansi koreksi kesalahan;

kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan

kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan

operasi yang tidak dilanjutkan; dan
q. kebijakan akuntansi properti investasi.
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(6) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi entitas akuntansi dan
entitas pelaporan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Lampiran III ditambahkan huruf Q sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MAROS,

A. S. AIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 24 Desember §08%

SEKRETARIS DAERAH,

. DAVIED SYAMSUDD

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS T AHUNQ??NOMOR 65




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR % TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Q. PROPERTI INVESTASI

A. UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi Properti Investasi adalah untuk mengatur
perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

Ruang Lingkup
1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan
Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah tidak
termasuk perusahaan negara/daerah.
2. Pernyataan ini tidak berlaku untuk :
a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur;
b. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam
dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.
Definisi
Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau
untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa
atau untuk tujuan administratif; atau

b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi

ini :
1. Nilai tercatat f{carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung
dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi

penyusutan.




b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan)
yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan pendapatan
sewa menyewa selama periode tersebut;

c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan)
yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan
pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

12. kewajiban  kontraktual untuk membeli, membangun atau
mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan
atau peningkatan;

13. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain;

14. informasi lain terkait properti investasi.

KETENTUAN TRANSISI
Dalam penerapan kebijakan, Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya ke
dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai

tercatat aset sebagai nilai perolehannya.

TANGGAL EFEKTIF

Kebijakan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

BUPATI MAROS,

A. AIDIR SYAM



